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i Universitas Sriwijaya.

Sebagai generasi penerus, anak sangat diharapkan dapat meneruskan cita-cita 

perjuangan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Maraknya kasus kekerasan 

seksual terhadap anak dewasa ini sudah masuk ke tahap yang sangat 

menghawatirkan. Banyak anak- anak yang masih usia sekolah sudah menjadi korban 

tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk 

tahu sebenarnya faktor apa yang menjadi penyebab anak dapat dengan mudah 

menjadi korban kekerasan seksual, sehingga nantinya dapat dicari solusi untuk 

memecahkan masalah tersebut dan upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan 

korban kekerasan seksual yang masih dibawah umur tidak bertambah lagi.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fungsi negara yang asli dan tertua adalah perlindungan karena negara 

dibentuk oleh individu-individu yang memperoleh perlindungan dan negara terus 

dipertahankan untuk memelihara tujuan tersebut. Selain menginginkan perlindungan 

fisik dari negaranya, individu juga mengharapkan adanya perlindungan pula 

diberbagai bidang, seperti perlindungan dalam menjalankan usahanya. Dengan 

adanya tuntutan seperti itu, terjadilah pergeseran dalam tujuan negara.

Negara memiliki fungsi untuk selalu melindungi dan mensejahterakan warga

negaranya. Hal ini sejalan dengan teori asal-usul terbentuknya negara, dimana pada

hakekatnya masyarakatlah yang memberi mandat kepada para pemimpinnya untuk

menjalankan pemerintahan dan mengadakan pengaturan kepada masyarakatnya.

Hal yang sama tercermin dalam Pemerintahan Indonesia. Para pemimpin yang 

bertugas untuk mengatur dan menjamin kesejahteraan dan ketertiban masyarakat, 

dipilih oleh masyarakat Indonesia (baik secara langsung maupun tidak langsung). 

Sebagai timbal balik dari kepercayaan tersebut, sudah selayaknya apabila pemimpin, 

dalam hal ini adalah pemerintah, memberikan perlindungan secara maksimal, baik

terhadap kesejahteraan masyarakatnya secara material maupun spirit^i^O * t'//f

Adanya jaminan perlindungan dari pemerintah terhad^^as^rakat diarii» \
i 2 !;

berlaku secara meluas. Salah satu konkretisasi dari tanggung ja^ab ^emerintah unttjk '

^ V j. J.v
1
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memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakatnya (warga negara) adalah 

pemerintah berkewajiban untuk melindungi masyarakatnya dari segala bentuk 

kejahatan atau perbuatan-perbuatan menyimpang lainnya yang mungkin dialami.

Apabila negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga 

negaranya dalam keadaan biasa, sudah sewajarnya negara memberikan perhatian 

lebih kepada para korban kejahatan yang mungkin mengalami penderitaan secara 

ekonomis, fisik maupun secara psikis.

Disamping itu, sebagai konsekuensi dianutnya model negara kesejahteraan, 

negara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan kepada 

masyarakatnya. Dengan demikian, pada saat anggota masyarakat mengalami kejadian 

atau peristiwa yang mengakibatkan kesejahteraannya terusik, misalnya warga negara 

menjadi korban kejahatan, sudah sewajarnya apabila negara bertanggung jawab untuk 

memulihkan kesejahteraan warga negaranya, mengingat negara telah gagal dalam 

memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling 

menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan 

sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, 

pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi 

korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan 

dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan 

saja, tetapi juga korban kejahatan.
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Dalam setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum sering kali 

dihadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling 

berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan 

penderitaanya karena telah menjadi korban kejahatan baik secara mental, fisik, 

maupun material. Dan kepentingan tertuduh atau tersangka sekalipun dia bersalah, 

tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar. 

Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan 

bahwa pelaku bersalah. Oleh karena itu, pelaku harus dianggap sebagai orang yang 

tidak bersalah (asas praduga tidak bersalah).

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkah hukum terlalu mengedepankan 

hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagai mana 

dikemukakan oleh Andi Hamzah: “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya 

yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas 

hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak 

korban.”1

Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan 

kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang 

sifatnya imateriil maupun materiil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti 

yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi 

korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.

Andi Hamzah, “Perlindungan hak-hak asasi manusia dalam kitab Undang-undang hukum 
pidana. ” Bandung, Bina Cipta, 1986. hal. 33.

acara
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Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam 

proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk 

memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan. 

Dalam kaitan pemeriksaan suatu tindak pidana, seringkah korban hanya diposisikan 

sebagai pemberi kesaksian, sebagai pelapor dalam proses penyidikan, dan sebagai 

sumber informasi, atau sebagai salah satu kunci penyelesaian perkara. Sebaliknya 

pada saat korban tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai saksi dipersidangan, 

maka akan dikenakan sanksi.

Dalam penegakan hukum pidana nasional (baik KUHP maupun KUHAP)

harus dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan hukum pidana nasional tersebut, yang

diatur secara tegas tanpa memperhatikan kedudukan dan kepentingan korban.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat

baik kelompok maupun perorangan dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku 

kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan 

kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui 

pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.

Dalam penanganan perkara pidana, kepentingan korban sudah saatnya untuk 

diberikan perhatian khusus, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu 

kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki 

kedudukan sederajat didepan hukum. Perhatian kepada korban dalam penanganan



5

perkara pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas

'y
martabat korban.

Penegakan hukum pidana nasional seringkah kurang memberikan perhatian 

terhadap korban kejahatan, khususnya korban kejahatan kekerasan seksual baik 

korban dari orang dewasa maupun korban yang masih dibawah umur sebagai pihak 

yang paling dirugikan yang juga membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya 

yang telah dilanggar.

Sistem pemidanaan di Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi 

korban perkosaan. Sehingga posisi wanita tetap berada diposisi yang tidak 

diuntungkan sebagai korban kejahatan.3

Kejahatan seksual yang menjadi orientasi pembahasan ini adalah tentang 

kejahatan kekerasan seksual terhadap anak atau perempuan yang belum cukup umur. 

Tindak pidana kekerasan seksual sekarang ini terus meningkat dan sangat 

meresahkan masyarakat. Sedangkan korban kekerasan seksual ternyata tidak hanya 

dialami oleh wanita remaja ataupun orang tua tetapi anak-anak juga telah menjadi 

sasaran dari tindakan kekerasan seksual tersebut.

Seperti salah satu kasus yang telah diputus di Pengadilan Negeri Kelas I A 

Palembang bahwasanya seorang laki-laki berumur 19 tahun bernama Agam Wijaya 

Alias Agam bin Ujang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana kejahatan perbuatan cabul terhadap anak dengan melanggar

• 2 Muladi, “HA M dalam perspektif system peradilan pidanai Bandung, Refika Aditama, 2005, h. 107 
Abdul Wahid, Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual. Bandunc. PT. 

Refika Aditama, 2001, hal. 75
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Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 Subsidair Pasal 290 ayat (3) KUHP 

dan telah divonis penjara selama tiga tahun denda sebesar Rp. 60.000.000,- subsidair 

tiga bulan.4

Untuk mencegah perbuatan kejahatan pada umumnya termasuk mencegah 

kejahatan kekerasan seksual tidaklah mudah, secara hukum haruslah ada hukum yang 

berwibawa. Maksudnya, hukum yang telah ditetapkan harus benar-benar 

dilaksanakan, tanpa pandang siapa saja yang melakukannya. Kemudian hukum itu 

harus memperhatikan keseimbangan atau sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

Kekerasan seksual terhadap anak-anak umumnya merupakan tindak pidana 

yang disamakan dengan tindakan terhadap orang dewasa. Dalam KUHP tindak 

pidana kesusilaan (persetubuhan) yang dilakukan terhadap perempuan yang belum 

cukup umur adalah perbuatan yang merisaukan masyarakat dan merusak rasa 

kesopanan. Sementara jika tindak pidana melakukan hubungan kelamin di luar 

pernikahan dengan seorang perempuan yang belum mencapai usia lima belas tahun

atau yang belum dapat dinikahi dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya

sembilan tahun.

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, 

pemerintah membentuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

perlindungan anak, yang disahkan oleh pemerintah pada tanggal 22 Oktober 2002. 

Adapun tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak 

anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimis sesuai 

4 Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang, Nomor 501/Pid. B.S/2008/PN.PLG
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dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, 

berakhlak mulia dan sejahtera.

Dalam penjelasan secara umum Undang-undang tersebut mengemukakan 

bahwa seorang anak, baik secara rohani, jasmani dan sosial belum memiliki 

kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu 

untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak. Pemeliharaan, 

jaminan dan pengamanan kepentingan ini selayaknya dilakukan oleh pihak yang 

mengasuhnya dibawah pengawasan dan tanggung jawab orang tua dilingkungan

keluarga.

Ketentuan Undang-undang itu kemudian dipeijelas didalam Undang-undang

Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan: “Kesejahteraan

adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin jasmani

maupun sosial. Undang-undang ini dengan tegas menghukum para pelaku kekerasan

seksual terhadap anak-anak.

Dengan memperhatikan bahwa perlindungan hukum terhadap korban 

kejahatan khususnya kejahatan kekerasan seksual yang menimpa anak-anak atau 

wanita yang belum dewasa sangat penting, maka penulis manganggap perlu untuk 

mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul:

“ PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK KORBAN 

KEKERASAN SEKSUAL.”
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang menjelaskan tentang pentingnya 

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dibawah umur, maka yang 

diajukan sebagai permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah penyebab timbulnya kekerasan seksual terhadap anak?

2. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban

kekerasan seksual?

3. Hambatan-hambatan apa yang dijumpai dalam upaya perlindungan hukum

terhadap anak korban kekerasan seksual?

C. Ruang Lingkup

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian

kepada pembahasan yang berhubungan dengan masalah perlindungan hukum pidana

terhadap anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini termasuk lingkup penelitian

hukum pidana beserta hukum acaranya dan tidak mengenyampingkan disiplin ilmu

lain sebagai sumber ataupun acuan yang masih berhubungan dengan masalah

kejahatan kekerasan seksual ini.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini pada dasarnya sama 

dengan jawaban yang diinginkan dari permasalahan.

Maka tujuan penulisan dalam pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.
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b. Untuk mengetahui upaya - upaya perlindungan hukum pidana yang diberikan 

terhadap anak korban kekerasan seksual.

c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dijumpai dalam upaya 

perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

2. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi bagi 

pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai perlindungan

hukum pidana terhadap anak korban kekerasan seksual.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan masukan

bagi masyarakat maupun instansi-instansi yang terkait agar lebih mngetahui

tentang pentingnya perlindungan hukum pidana terhadap anak korban

kekerasan seksual.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan penulis adalah tipe penelitian Deskriptif 

Analitis dengan pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian hukum empiris adalah 

pengumpulan data yang didapat sebagian dari lapangan baik melalui 

pengamatan dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang mengerti dan terkait dengan

cara
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masalah perlindungan hukum pidana terhadap anak korban kekerasan seksual.

Dengan didukung bahan-bahan pustaka sebagai bahan acuan.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang digunakan 

berupa kata-kata. Penelitian ini dalakukan dengan cara meneliti dan 

mempelajari bahan - bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat.

b. Sumber data diperoleh dari data primer atau bahan-bahan yang dikumpulkan 

sebagian dari lapangan baik melalui cara pengamatan dan tanya jawab dengan 

pihak-pihak yang mengerti dan terkait dengan masalah perlindungan hukum 

pidana terhadap anak korban kekerasan seksual.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris,

maka data yang dikumpulkan berupa data primer yang terdiri dari data yang

didapat sebagian dari lapangan baik melalui cara pengamatan dan tanya jawab 

dengan pihak-pihak yang mengerti dan terkait dengan masalah perlindungan 

hukum pidana terhadap anak korban kekerasan seksual.

Dengan didukung bahan-bahan pustaka sebagai bahan acuan yaitu data 

sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dimana dalam 

penelitian ini terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak dan peraturan-peraturan lain yang terkait.
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b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mngenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dan: asas-asas hukum, 

teori-teori hukum, yurisprudensi dan doktrin atau keterangan dari para ahli.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini 

terdiri dari: buku-buku, jurnal, majalah, media cetak dan media elektronik, 

kamus dan ensiklopedia.

4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan oleh penulis pada Pengadilan Negari 

Kelas I A Palembang, Kepolisian Kota Besar Palembang, Lembaga Bantuan

Hukum (LBH) Cabang Palembang dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Daerah (KPAID) Sumatera Selatan sebagai dasar utama pencarian data yang

bersifat primer atau studi lapangan.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi yang diambil dalam penulisan skripsi ini yaitu pihak-pihak yang 

memiliki pengetahuan, kewenangan dan keterkaitan dalam masalah

perlindungan hukum pidana terhadap anak korban kekerasan seksual khususnya 

yang terjadi di kota Palembang, 

b. Sampling dilakukan dengan cara purposive sampling,, yaitu sampel ditujukan 

kepada mereka yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai masalah 

perlindungan hukum pidana terhadap anak korban kekerasan seksual khususnya

yang terjadi di kota Palembang.
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Purposive sampling dilakukan terhadap:

a. 1 Orang Panitera di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang

b. 1 Orang Kepala Satuan RESKRIM Kepolisian Kota Besar Palembang

c. 1 Orang Kepala Operasional Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang

d. 1 Orang Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID)

Provinsi Sumatera Selatan

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana data primer 

dan data sekunder yang digunakan sebagai acuan yang digunakan berupa 

keterangan-keterangan dan bahan-bahan tertulis yang dikumpulkan dan diolah 

menurut cara-cara analisis atau penafsiran hukum.
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